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ABSTRACT 

The state is hard-pressed in stabilizing the price of basic needs in the form of food, but it is different 
from land which continues to be allowed to rise so that the Tax Object Sales Value (NJOP) continues 
to increase because land prices follow the economic values around their territory. It all starts with the 
provisions governing the very capitalistic NJOP. The right of every citizen is set aside to get equal 
access to land as a basic need for housing. Constitutionality means testing the quality of legal 
dynamics regarding the determination of the NJOP on land whether it still has a commitment to the 
constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 
(1945 Constitution), both in its body and in its preamble. The author performs anatomy regarding the 
application of the principles of justice and the constitutionality of laws and regulations related to the 
NJOP. The research is normative with qualitative analysis. The NJOP phrase is in opposition to the 
democracy that Cleistenes wants, moral justice according to Plato, Aristotle's distributive justice, the 
concept of social justice initiated by Soekarno, and of course it clashes with the values contained in 
Pancasila. The highest legal touchstone is truth, namely the compatibility between ideas and reality, so 
the definition of NJOP is contradictory to the ideals and goals of the establishment of the Indonesian 
state, because it does not guarantee access to all Indonesian people to obtain their residential land. 
The NJOP provisions are also not efficient as meant by Richard Posner. The judiciary should be given 
active authority to review statutory regulations, especially those that have offended a sense of justice, 
morality and truth without having to wait for requests. The NJOP also does not reflect the goodwill 
and justice categorical imperatives based on Kant's view. However, the NJOP has fulfilled justice and 
expediency in Bentham's view through its utilitarianism theory, which Kant opposed. NJOP legal 
norms also contradict with the principle of legal certainty because NJOP follows market mechanisms. 
So the legal norm that makes the NJOP the average price for transactions that occur is 
unconstitutional. 

Negara hadir dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok berupa pangan, namun berbeda dengan tanah 
yang terus dibiarkan naik sehingga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) senantiasa meningkat karena harga 
tanah mengikuti nilai keekonomian di sekitar wilayahnya. Semua berawal dari ketentuan yang 
mengatur tentang NJOP yang sangat kapitalistik. Hak setiap warga negara dikesampingkan untuk 
mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh tanah sebagai kebutuhan pokoknya untuk 
bertempat tinggal. Konstitusionalitas memiliki arti pengujian kualitas dinamika hukum mengenai 
penentuan NJOP atas tanah apakah masih memiliki komitmen terhadap konstitusi Negara Republik 
Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), baik pada batang 
tubuh maupun pembukaannya. Penulis melakukan anatomi mengenai penerapan asas keadilan dan 
konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan NJOP. Penelitian bersifat 
normatif dengan analisis kualitatif. Frasa NJOP beroposisi dengan demokrasi yang dikehendaki 
Cleistenes, keadilan moral menurut Plato, keadilan distributifnya Aristoteles, konsep keadilan sosial 
yang digagas Soekarno, dan tentunya berbenturan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 
Pancasila. Batu uji hukum tertinggi adalah kebenaran, yaitu kesesuaian antara gagasan dengan realita, 
maka pendefinisian NJOP kontradiktif dengan cita-cita dan tujuan didirikannya negara Indonesia, 
karena tidak menjamin akses kepada semua rakyat Indonesia untuk memperoleh tanah huniannya. 
Ketentuan NJOP juga tidak efisien sebagaimana yang dimaksud oleh Richard Posner. Lembaga 
yudikatif seharusnya diberikan kewenangan aktif untuk menguji peraturan perundang-undangan 
terutama yang telah menciderai rasa keadilan, moralitas, dan kebenaran tanpa harus menunggu adanya 
permohonan. NJOP juga tidak mencerminkan niat baik dan keadilan imperatif kategoris berdasarkan 
pandangan Kant. Namun NJOP sudah memenuhi keadilan dan kemanfaatan dalam pandangan 
Bentham melalui teori utilitarianismenya, yang ditentang oleh Kant. Norma hukum NJOP juga 
bertentangan dengan asas kepastian hukum karena NJOP mengikuti mekanisme pasar. Maka norma 
hukum yang menjadikan NJOP sebagai harga rata-rata atas transaksi yang terjadi adalah 
inkonstitusional. 
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